
殴｢肌

WAL宣KOTA S量BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pE恥TURAN wAL暮KOTA s重BOLGA

NOMOR i2恥HUN 2o25

TENTANG

恥TA CARA pEMUNGu船N RETR重Bus量pE払ⅤANAN KEPELABUHANAN

DENGAN孤HMAT TUHAN YANG MAin ESA

wALI Ko払s賞BOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat

(3) dan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Dae重ah Nomor i

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, perlu menetapkan Pera血r紬　W血i Kota

tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan

Kepelabuh紬an ;

1･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004　tcnt紬g

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun　2004　Nomor　5,

T劃bah劃Lemb紬an Neg紬a Republik賞ndonesia

Nomor 4355);

2･ Und紬g-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik暮ndonesia Tahun 2008 Nomor

58, T劃bahan　しembaran Negara Repub脆k

量ndonesia Nomor　4843) sebagaim紬a telah

diubah dengm Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 tcntang Pembahan Kedua Atas Und紬g-

Undang Nomor 11 Tahun　2008　tentang

lnformasi dan Transaksi Blektronik (Lembaran

Neg紬a Republik萱ndonesia Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Le皿baran Negara Republik Indonesia

Nomor 6905);

3･ Unda皿g-Und弧g No皿or 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

96･ Ta皿bah紬　しembaran Negara RepubHk

lndonesia Nomor 5025);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Ilmbaran Negara Republik

事ndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagai皿ana telah diubah beberapa ka止

terak鵬r deng劃Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tent餌g Pcnetap狐Peraturan Peme轟ntah

Pengg紬ti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Keヰa (Le皿baran Negara Republik

萱ndonesia Tahun　2023　Nomor　41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tent紬g

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah msat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik　工皿donesia Tahun　2022　Nomor　4,

Tambahanしembar紬Negara Republik暮ndonesia

Nomor 6757);

6. Peraturan Peme轟ntah Nomor　39　Tahun　2007

tentang Penge○○laan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Tahun　2007　Nomor　83

Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;

7. Peratur劃　Pemc轟ntah Nomor 12　Tahun　2019

tentang Pengelol aan Keuangan D aerah

(Le皿bar紬　Negara Tahun　2019　Nomor　42

Tambahan Lembaran Negara No皿or 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor　35　Tahun　2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023

Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor

6881);

9. Peratura皿Menteri Perhubung紬Nomor PM 104

Tahun 20 17 tent孤g Penyelenggara劃Angkut孤

Penyeber紬gan (Berita Ncga重a Tahun　2017

Nomor 1412) sebagai皿ana telah diubah terakhir

kalinya Pe重atur紬Menteri Perhubungan Nomor

PM 60 Tahun 2021 tent孤g Pe｢ubahan Kedua

Atas Peratu重an Menteri Perhubungan Nomor PM

104　Tahun　2017　tentang Penyelenggara弧

Angkutan Penyeber紬g紬(Behta. Negara Tahun

2021 Nomor 779);

10･Peraturan Menteri Pcrhubungan Nomor　84

Tahun　2018　tent狐g Jenis, Stmktur dan

Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Se五a

Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa

Kepelabuhan Pada Pelabuhan Y紬g Digunakan

Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Be正ta

Negara Tahun 2018 No皿or 1279);



11.Peratu重an Menteri Perhubungan Nomor 19

Tahun　2020　tentang Penyelenggara劃　T蚊et

Angkutan Penyeberang紬　Secara Elektronk

(Behta Negara Tahun 2020 Nomor 4 12);

12. Keputus紬Menteh Perhubungan Nomor KM 52

Tahun 2004 tent劃g Penyelenggaraan Pelabuhan

Penyeberangan ;

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun

2017　tentang Pembentuk劃　Perangkat Daerah

Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga

Tahun　2017　Nomor 13, Tambahan Ifmbaran

Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana

te看ah diubah deng狐　Peratur弧　Daerah Kota

Sib○○ga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peratur紬

Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun　2017

tent紬g Pe皿bentukan Per紬gkat Daerah Kota

Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2024 Nomor 67);

14. Peraturan Dacrah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera血

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun　2024

Nomor　65, Tambah紬　Lembar劃　Daerah Kota

Sibo重ga Nomor 3 i);

15. Pe重aturan W瓢i Kota Sibolga Nomor 14 Tahun

2017 tent紬g Kcduduk紬, Susun劃Org弧isasi

se轟a Tugas dan血ngsi Dinas Perhubungan Kota

Sib○○ga (Be正ta Daerah Kota Sibolga Tahun 20 17

No皿or 46);

16･Peratura血Wa止Kota Sibolga Nomor 53 Tahun

2019　tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Dae重ah Pelabuhan Penyeberangan Pada

Dinas Pcrhubugan Kota Sibo宣ga;



5･ Kep瓢a Dinas adalah Kcpala pe則gkat daerah yang

melaks紬akan umsan Perhubungan di Kota Sibolga

D血as Perhubung劃Kota Sibolga.

6. Unit Pelaks狐a Teknis Pelabuhan Penyeberangan

Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat U門

Pelabuhan Penyeber紬gan ad瓢ah unit pdaks紬a

yang mengums u則san pelay劃孤　di Pelabuh紬

Penyeberang弧di Kota Sibolga.

7. Kepala Urn Pelabuhanan Penyeberangan y紬g

selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UFT

Pelabuha皿Penyeber紬gan Dinas Perhubungan Kota

Sibolga.

8. Badan adalah sekumpulan orang din/atau mod瓢

yang mempak餌　kesatuan ba址　yang melakukan

usaha皿aupun y紬g tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditerタ

perseroan lainnya, Badan Usaha M聞くNegara at貧u

Daerah deng弧　n劃a da皿　dalarn　bentuk apapun,

允rma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutu紬,

pcrku皿pulan, yayasan, orga皿isasi皿assa, o重g狐isasi

sosial polit政, atau orgamsasi yang s匂enis, 1embaga,

bentuk usaha tetap d紬bentuk bad狐lainnya.

9･ Bendahara Um皿Daerah yang selanjutnya disingkat

BUD ad血ah p匂abat pengelola keua皿ga皿daerah y紬g

be丸山dak dalam kapasitas sebagai bendaha重a umum

daerah dan ditetapkan oleh Walikota Sibolga.

10. Bendahara Penerimaan Dinas selanjutnya disingkat

deng狐　BPD adalah pe可abat　血ngsional y孤g

ditu垂uk din/atau ditetapkan dcngan Surat

Keputusan Wali Kota Sibolga untuk menerima,

menyimpan, menyetork紬, menatausahaka皿　d狐

mempertanggungJ‘awabkan uang pendapatan hasil

pene正maan re億ibusi D血as.

11･Pe則saha紬　ad血ah semua bentuk usaha y紬g

bergcrak dibid孤g bisnis baik swasta maupun

BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk Stasiun

Pengisi紬Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,

penentu紬bcsamya rethbusi yang terutang sampai

kegiatan pena由han retribusi kepada wajib rethbusi

serta pengawasan penyetor弧.

13･ Pendapatan Dae｢ah ad血ah selumh pene轟ma紬

daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi

daerah dan penerimaan lain-lain.

14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

di singkat RKUD adalah　｢ckening tempat

pe叫yimp弧紬uang daerah yang ditentuk狐oleh Wali

Kota Sibolga un血k mena皿pmg selu｢uh pene正maan

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada b狐k yang ditetapkan.



15. Pelabuhan adalah tempat yang tcrdih atas daratan

d狐/atau perairan dcngan b貧tas-batas te正entu

sebagai tempat kegiatan pemer血tahan d孤kegiatan

pengusahaan y紬g dipergunak紬　sebagai te皿pat

kapal bers紬dar, naik tumn penump紬g, dan/atau

bongk甜" muat bar紬g, berupa tc調inal d紬tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan　ぬsilitas

kesel紬atan dan keamanan pclayaran dan kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagal tempat

pe重pindahan in廿a d紬ant狐oda transportasi.

16〃 Pelabuh狐　Pcnyebe重狐g紬　ad血ah Pelabuhan yang

digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

17･ Jasa Kepelabuh弧孤　adalah jasa kepelabuhanan

pada Pelabuhan Laut se巾a Pdabuh紬Sungai dan

Danau yang digunakan untuk melay狐i Angkutan

Penyebe則gan.

18. Pelayan狐Jasa Kepelabuhanan adalah mempak紬

pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan

kendaraan bempa penyediaan dan / atau

pengemb狐gan.

19･Angkutan Penyeberangan adalah angkut劃　yang

ber血ngsi sebagai jembatan yang menghubungkan

jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api

y紬g dipisahkan oleh perairan untuk meng劃gkut

penu皿pang, kenda重a狐bese正a皿uatannya.

20. Kendaraan Bermotor adalch setiap Kendaraan yang

血gerakkan olch peralatan mekan址　be則pa mesh

selain Kendaraan yang beljalan di atas rel

2 i I Golong狐　　kend狐aan adalah pengklasi拙くasi

kendaraan di Indonesia, terdi正da正:

a. golong紬l　: scpeda;

C’golongan工|上:efe霊n=ta°ibr:Sd:3(三5°° cc)

d. g°longan工v : kendara紬　bcmotor bempa

Jeep, Sedan, M血icab, Mi血bus,

Mi虹olet, Pick Up, Station

Wagon deng紬pa車ang sa皿pai

den撃n　5 (lima) meter dan

sq e nisnya ;

e･ golonganv　: kendaraan bemotor be｢upa

mobil bus,　mobⅡ　bar紬g

(truk)/tang虹　ukuran sed紬g,

dengan panjang sampai dengan

7 (tujuh) meter dan sejenisnya;

f. golonganvI : kendaraan be調otor berupa

Mobil Bus,　Mobil Bar弧g

(tmk)/tangki dcngan ukuran

panjang lebih dari　7 (tujuh)

sa皿pai deng弧10 (sepuluh)

meter dan sejenisnya dan

kereta penar蚊　　　tanpa

gandengan ;

9. go!onoczr同町..



g･ golonganvII : kendaraan be皿otor bcmpa

Mobil Bus,　Mobil Barang

(t｢uk)/tang貼, kereta pena轟k

berikut gandengan se巾a

kenda重a紬　alat berat dengan

ukuran panjang lebih dari 10

(sepuluh) meter sampai dengan

12 (dua belas) meter din

se] enisnya;

h. golonganv賞II : kenda丁a弧　bemotor bempa

Mobil Bus, Mobil Barang (t｢uk

tronton) / tang虹, kendaraan alat

berat dan kereta pena正k

berikut gandengan dengan

ukuran panjang lebih dari 12

(dua. belas)　meter din

se] enisnya ;

i. golongan lx : kendaraan bermotor/angkutan

barang dengan panjang 12 (dua

belas) meter sampai dengan 16

(enarp belas) meter dan
se]enisnya;

22. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan

transaksi keuangan anatara nasabah dan bank serta

posisi keuangan yang dihasi此an d狐i nasabah dengan

bank.

23. Penyedia jasa sistem pembayaran adalah Bank atau

lembaga selaln bank yang menyediakan jasa

transaksi pembayaran yang diawasi oleh Bank

工ndonesia din Otohtas Jasa Keuang紬.

24･ Inst｢umen pembayaran Nontunai ad瓢ah media yang

血gunakan dalam tr紬saksi keuangan sec虹a

nontunai, baik berbasis kartu maupun sewer.

25. Auきodebe亡ad瓢ah pembayaran elektronik yang dibuat

langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal

y狐g tclah ditentukan. Rekonsiliasi ada重ah suatu

laporan tent肌g penyesuaian saldo pencatatan antara

perangkat daerah, wajib retribusi atau pengguna jasa

dengan laporan b劃k.

26･ Wajib Ret正busi adalah orang p正badi atau badan yang

menurut peraturan pemnd狐g-undangan ret正busi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

te血asuk pe皿ungut atau pemotong retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu te露entu

yang mempakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan j asa dan penzman tertentu dari

Pemehntah Daerah

28･ Surat Setoran Ret轟busi Daerah yang scla可utnya

dis血gkat SSRD adalah bukti pembayaェan atau

penyetoran re廿ibusi yang telah di重akuk紬　dcngan

menggunak劃重bmu虹atau telah d孤akuk紬dengan

c紬a lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Wali Kota.



29. Surat Ketetap紬Retribusi Daerah, yang sela可utnya

址s血gkat SKRD, ad血ah surat ketctap紬　rethbusi

y紬g menentukan besamya jumlah pokok Retribusi

y紬g terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB,　adalah surat

ketetapan re億ibusi yang　rnenentukan jmlah

kclebihan pembayaran rethbusi karena jumlah血edit

rethbusi leb血besar daripada rethbusi yang te調tang

atau yang seharusnya tidak temt紬g.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakuk狐

tagih狐　ret轟busi dan/atau s紬ksi administra甜

bempa bunga dan/atau denda.

BAB○○

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud disusumya Peratur狐Wali Kota ini sebagai

pedoman dala皿　　Rethbusi Pelay狐狐　J asa

Kepelabuhanan　出　Pelabuhan Penyeberangan Kota

Sibolga.

Pas租3

坤uan disusunnya Peraturan Wan Kota ini adalah:

a･ mengatur da虹　rncngenda止k紬　setiap kegiat孤

penyelenggara狐　jasa pelabuh劃　di Pe量abuhan

Penyeberang肌Kota Sibolga;

b･ sebagai pembinaan d紬pengawasan terhadap setiap

pclaksanaan kegiat紬　　penyelenggara狐　jasa

pelabuhan di Pelabuhan Penyeberang紬Kota Sibolga.

BAB量重I

PELAYANAN KEPEしABUHANAN

Ba由an Kesatu

Kewen紬gan Pemungutan Ret正busi

Pasal4

(1) Kewenangan pemungutan Ret正busi Pelayanan Jasa

Kepelabuhanan dilaksanakan oleh Dinas atau UFT.

Pelabuh紬Penyeberangan.



(2) Kewen紬g劃　sebaga血紬a dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. melakukan inventarisasi objek, subjek dan wajib

Rcthbusi Pelay紬an Jasa Kepelabuh紬an;

b. melakuk紬inventa轟sasi tingkat pengguna jasa

yang diukur dal劃　satuan waktu, satuan luas,

satu紬unit, satu紬berat dan satu k瓢i masuk

pelabuh紬; dan

c. melaks孤ak狐　pemungutan Ret正busi Pelayanm

Jasa Kcpelabuhan弧.

Pas血5

(1) Dinas atau Upr. Pelabuhan Penyeberangan dapat
melaksanak紬　ke重ja sama atau penu巾ukan pihak

ketiga dalam mela血ukan pemungutan retribusi tidck

termasuk dalam penetapan tarif, pengawasan dan

pe皿er址saan.

(2)Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga

sebagalmana dimaksud pada ayat　(1) wajib

mendapatkan perset可u紬Wali Kota.

Bagi餌Kedua

Penetapan Ret轟busi Pelayan紬J盆sa Kepe血buhanan

Pasal6

Penctapan Re廿ibusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan狐

pada se亡iap or弧g p轟badi atau Badan y孤g

men鶉unak紬/mcni血ati pelayanan jasa kepelabuhanan

diukur berdasarka皿satu狐waktu, satu狐luas, satu孤

unit, satuan berat serta satuan satu per kali masuk

pelabuh紬.

Pasal7

Phnsip-打insip y紬g dianut dalam penetapan st｢uktur

dan besamya tahf rethbusi pelay弧a皿jasa kepelabuh狐

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh secara

efisien, efektif dan berorientasi harga pasar.

Ba由an Keti齢

Tata Cara Pemungutan dan Pembayar劃

Pasal8

Pemunguぬn Ret正busi sesuai dengan pelayanan jasa

kepelabuhan yang digunaka皿pen謡いna jasa.

Pasal9

(I) Re廿ibusi Pelay紬狐　Jasa Kcpelabuhanan dapat

dipungut dengan ca重a:

a･ SKRD atau dokumen la血yang dipcrsamakan; dan

b･ aplikasi be重basis teknologi infbmasi atau situs

wcb.
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(2) Pemungutan Ret正busi Pelayana皿Jasa Kepelabuh劃an

sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) huruf b harus

memi皿　　　sta皿dar operasion血　　　p｢osedur

penyelenggaraan be｢basis elekt重onik yang te正ntegrasi.

(3) D血a皿h血siste皿penyelenggaraan bcrbasis elek止onik

yang te五ntegrasi sebaga王mana dimaksud pada ayat (2)

belum tcrsedia, Kepala Dinas atau Kepala UP丁D dapat

bekelja sama dengan pihak lain.

(4) Pene轟maan Rethbusi yang di重aksanakan oleh pihak

lain sebagai皿ana dimaksud pada ayat (3) disetor ke

Rekening pene正maan dinas seca工a bmto.

(5) Ke寄a sama deng狐pihak lain sebaga王mana dimaksud

pada ayat (3) dapat diberikan imbal jasa yang

besar紬nya diatur dalam Standar Biaya Umum dan

pcmbayarannya d瓢am Dl払Dinas atau Up｢D.

Pasal 10

(1) Pembayar紬　pemungut紬　Retribusi Pelayan劃Jasa

Kepclabuhanan sebagai血ana dimaksud pada Pasal 9

humf a dapat dilakukan melalui:

a. tunai; dan

b. non tunai.

(2) Pembaya重紬tunai sebagaimana di血aksud pada ayat

(1) huruf a dal劃bentuk sebagai bcrikut:

a. SKRD;

b. karcis;

c. kupon;

d. ka正u langganan;

e. kuitansi; dan

f･ doku皿en lain y紬g sesua王　deng紬　ketentuan

perund紬g-undangan.

(3) Pembay狐劃non tunai sebagaim紬a dimaksud pada

ayat (1) hun止　b dapat dnakukan me重alui alat

pembayar紬　non tunai bempa berbasis ka重tu din

berbasis elektronik.

Pasal 11

(1)Dalam h狐　pembayar劃　pemungut紬　Rethbusi

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada pasal 10　huruf b menggunakan

ぬsilitas yang berke重ja sama deng弧penyelenggara

jasa sistem pembayaran, biaya layanan tanbahan

dapat d此enaka血kepada pengguna jasa d紬dipungut

secara bersa皿a紬.

(2) Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank umum atau

lc皿baga sel貧in B劃k y紬g menyelenggarakan jasa

keuangan dan kegiatan jasa sistem pembayaran se直a

diawasi oleh Bank　量nclonesia dan Ot〇五tas Jasa

Keuangan.

(3) Buk竜pembaya重孤pemungutan Ret正busi Pelay紬an

Jasa Kepelabuhan紬　sebagai皿ana dimaksud pada

ayat (1) tertuang pada Pas Naik (Board諒g Pass) tiket

Kapal Angkut劃Penyeber劃g紬.

Baglarl..



Bagian Keempat

Tata Cara Penyeto重紬

Pasa重12

(1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan disetorkan

ke RKUD.

(2) Setiap Penycto重孤　retribusi dicatat dalam hncian

setoran oleh Kepala U門sesuai dengan peratur袖

pemndang-undanga調.

Pasal 13

(1) Has遭penerimaa皿pemungutan rctribusi sebaga王mana

dimaksud dalam Pasal 9　ayat (1) humf a disetor

sepenuhnya ke RKUD dal劃waktu paling lama 1

(satu) k血i dalam 24 (dua puluh e皿pat) jam.

(2) D瓢am h狐ロenyetoran ke RKUD bertepatan deng紬

hari libur, tanggal penyetoran diundur menjadi kerja

pertama pada sa虞t setelah hah libur.

Pasal 14

(1) Hasn pencrima劃pemung皿t狐rethbusi di Rekening

penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat

(4)血setor ke RKUD d山肌waktu paling l劃a 1 (satu)

kali d血am 24 (dua puluh empat) jam

(2) Dalam hal pelaksanaan cmtodebet dari Rekening

pencrima紬dinas ke RKUD terdapat biaya lay紬紬

tambah紬　dapat dikenakan pada saldo rekening

peneri皿a弧d血as.

(3) T劃ggal penyetoran ke RKUD melalui　α撮七〇debet

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalan

perjanjian dengan pimpinan Bank Umum atau
lembaga se血n Bank y紬g mcnyelenggaraka皿jasa

keuang紬.

BABIV

REKOSILIASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Re kon siliasi

Pasal 15

Pelaksanaan Rekosiliasi atas pemungutan retribusi

pelayanan jasa kepelabuhaan sebagaim紬a dimaksud

pada pasal 9 ayat ( 1) humf a dilakukan dengan:
a･ rekonsi虹asi data transaksi pembayaran rethbusi

pelay狐劃jasa kepelabuhanan dilakukan dengan

皿enc○co曲⊂狐　data transaksi dan pelaロora皿

pelaksana紬pemungutan;

b･ pelaks紬a紬　pemungut紬　sebagaimana dimaksud

pada bumf a mcnggunak狐　su｢at ta皿da te止皿a

setoran, rekening koran, 1apor狐　perscdiaan, din

k糾●tu kendali;

c. γeたorls雄αS上.



c･ rekonsiliasi data transaksi pembayaran ret轟busi

pelayan紬　kepelabuh紬　dapat dilakuk紬　secara

pehod速da皿/atau setiap h狐i pada akhir ha五k垂a

oleh Bendahara Penerima dengan Badan Pendapatan

Daerah; din

d･ rekonsniasi data transaksi pembayaran re廿ibusi

pelayanan kepeぬbuh弧sebagaimana dimaksud pada

huruf c wajib dilaksanakan setiap satu semester

tahun beijalan anggaran dan dituangkan dalam

laporan semester pendapat狐　ret丘busi pelayan孤

kepelabuhanan.

Pas血16

Pelaksanaan Rekosiliasi atas pemungutan retribusi

pelayanan jasa kepe重abuhaan scbagaim紬a dimaksud

pada pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9　ayat (4)

dilakukan dcng劃:

a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi

pelay狐紬　jasa kepelabuha狐　pada reken血g

penerimaan dinas deng弧data transaksi pene正ma弧

RKUD;

b･重ekons址asi data transaksi pada rekening peneri皿a弧

dinas dilakukan dengan menc○cok狐data transaksi

dan pelapor劃　bukti pe皿bay虹an sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 1争yat (3); din

c.重ekonsiliasi data　廿rnsaksi pemb争yaran rethbusi

pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud

pada huruf b wajib dilaksanakan setiap satu semester

tahun berjalan anggaran dan dituangkan dalam

laporan semester pendapatan retribusi pelayanan

kepelabuhanan.

Pasal 17

(1) Dalam hal ter]‘adi ketidaksesuaian data hasil

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pas血15

d劃　Pasal 16, maka nila王　nomin血　rethbusi y紬g

diakui secara de正nit遭hams mengacu pada ju宣血ah

nominal yang dinyatakan masuk pada RKUD.

(2)Terhadap data yang tidak sesuai sebagai皿孤a

dimaksud pada ayat (I) dilakuk紬pcnyesuaian data

antara laporan pelayanan jasa kepelabuhanan,

reken血g peneri皿aan, bukti pembayaran dan RKUD.

(3) Pe叫yesuai皿data sebaga正調a di皿aksud pada ayat

(2) dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi serta

dilaporkan pada Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawas弧

Pasal 18

Seluruh pelapor紬　penehma紬　ret正busi pelayanan

kepelabuhan menjadi tanggung jawab Kepala UFT dan

Bendahara Pene正maan D血as.

PαSal 19…



Pasal 19

(1) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan

pengendalian retribusi pelayanan jasa kepelabuhan.

(2)Kepala UP丁　dan Bendahara Penerima餌　Dinas

membuat laporan penerimaan retribusi pelayanan jasa

kepelabuhan kepada Kepala Dinas setiap hah pada

a血ir hah ke重ja dan sekurang-kura皿gnya setiap

bul紬.

(3) D瓢am melaksmakan pengawas紬　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim

Pengawasan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Pera血r紬Wa止Kota ini mulai berlaku, maka

Pera山r劃　W狐i Kota Sibo重ga Nomor　98　Tahun　2022

tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran

dan Tempat Pembayaran Retribusi Kepelabuhanan

q3erita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 444),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diund紬gk狐.

Ag紬　setiap orang mengetahuinya, memer血tahk紬

pengund紬gan Peraturan Wa止　Kota ini dengan

pcnempat孤nya dal劃Berita Daerah Kota Sibolga･

Ditetapk紬di Sibolga

pada t紬ggal 04 Febmari 2025

wALI Ko皿s工BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

Pada tangg瓢04 Fcb重ua正2025

Plt･ sEKRETARls DAERAH Ko船s重BOLGA,

dto.

↓uNEID賞皿N↓uNG

BERITA D伽翠申KorA slBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 64i

s au寿'��g7Y-末誚����6ﾆ也��


